
MEAfuroSKAN:

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pernbentukan Organisasi dan Tata kerjn Kecamatan dan Kelurahan
(Lombaran Negara Re'publik lndone$ia Ifahlln ?,OOR N(lmOl' 1'1);

4. Pcraturan Menteri Dalam Negori Nom!)r 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Admlnistrast Terpadu Kecamatan:

3. Peraruran Pernerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Nega.raRcpubllk Indonesia iTahun 2007 NOIDor40, Tambahan
Lembaran Negara Republik indcnesia tomor 4826);

2, Undang-Undang Nemer 23 Tahun 20 4 Tentang Pcmerlnrahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndongsia Tahun 2014 Nemer 244,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
sebagaimana telah diubah beberap~ kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ternan ~ Perubahan Kedua Aras Undang­
Undang Nornor 23 Tahun 2014 temank Pemerintahan Daerah (Lembaran
NegaraRepublik tndoncsla Tahun 20~5 Nomor 58, TarnbahanLcmbaran
Negara Republik Indonesia NomoI' 567S-1);

Menginga; : I.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19S9 tentang Pembcntukan Daerah
Tingkat ll dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran NegaTa RepubJik
Indonesia Tahun j,959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 20tO tentang Pedoman Pclayanan
Administrasi Tcrpadu Kecaruatan, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota
Palcmbang tentan g Ul'aian Tugaa Personil Kecamatan Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Aclministrafri Terpadu Kecamaran:

WALn{OTA PALEMBAN(>\,

DENGAN RAHMA1'1'UHAN YANOMAHA ESA

URAIAN TUOAS PERSONIL KECAMATAN DALAM PENYELENOGARAAN
PELAYANANADM1NlS!J'RASITERPAOtJ KECAMATAN

TElNTANG

PROVINSI SUMATERA SEL \TAN
PERATURANWALII<OTAPi\I,ElMBANO

NOMOR ;7 TAHUN 2015

WALIKOTA PALEMBJtNG



BAB IV URAlAN TUOil$ ..

Pejaba; penyelenggara Pi\T~N mellputi:
a. Carnat;
b. Sekretaris Kecamatan: dan
c. Kopala Seksi yang membidangi pelayanan adrninistrasi

BAB III
P&lABA'I' PEYELIl;N00ARAfATIl;N

Pasal3

(II Pcnyclcnggaraan 'PATE)Ndlmaksudka unruk mewujudkan Kecematen
sebagal pusat pelayanan masyarakat Ian rnenjadl slrnpul bagi BPM dan
PTSP.

(2) PAT!l;N rnernpunyai tujuan untu c meningkatkan kualitas dan
mendckatkan pelayanan kcpada masy.llrakat.

BAB II
MAKS'UDDANTUJUAIt

Pasnl 2

Dalam Peraturan Wa1ikotaini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Palernbang.
2. Pernerintah Kota adalah Pemerintah K~ta Palernbang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekrelarls Daerah adalah Sekretaris Dherah Kota Palembang.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinru yang

selanjutnya disingkat BPM dan PTSPadalah Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Plntu 1<0(80 Palernbang.

6. Kecarnatanadalah wilayah kerja CAIT\at sebagalPerangkat Daerah Kora
Palembang.

7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan
Pemerintahan di wilayah kerja kecarnalan yang dalam peteksanaan
tugasnya mernperoleh pelhnpahan sebaglan kewenangan pernerinrahan
dari Walikora untuk mcnangani seb~!tan urusan otonomi daerah, dan
rnenyelenggarakan tugas umum pemertintahan.

8. Sekretarls Kecarnatan adalah pcmyclenggara adrui.tlisu·asi kecamatan
yangdaJarnpelaksanaantugasnyaberjanggungjawab kepadaCamat,

9. Pclayanan Admlnistrael Terpadu Kecumatan yang selanjutnya dlsebut
PAT!l;Nadalah penyelenggaraan pelall8.na.n publik dl Kecamatan dari
tahap permohonan sampal kc tahap terbitnya dokumen dalam satu
tempat.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

Mcnetapkan : PERATURAN WALIKOTA T~NTANG URAIAtl TUGAS PERSONIL KECAMATAN
DALAM PENYELENCGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
I<ECAMATAN



Rasal 7Pej(loar Pel1yelcmggara .......•... ~,

(1) Kepala Seksi yang rnernbidangi pcl~ya11fm administrasi sebagaimana
dtrnaksud dalam Paaal 3 huruf c, rnernpunyai tugas melaksanakan
teknis pelayanan PATEN.

(2) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagalmana
dimaksud dalarn Pasal 3 huruf ,:; yang mempelajeri berkas dan
melakukan valtdasi untuk selanjutnya diserabkan ke operator kornputer

untuk diketik.
(3) Kepala Seksi yang membidangi neJayanan admintsrrasi sebagalrnana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c m!¥ngoreksi dan memaraf surat yang

selanjutnya dilanjutkan ke Sekretari Kecamatan.
(4) Kepala Sekai yang membldangi pclayanan adminiscrasi sebagairnana

(Iimaksu(l natnrn PI:lI:JIiI3' I, u , u r U. ue, l;u.ng{;,1.t I1Sjawab l<cpndn C(Unn\.

Pasal6

(1) Sektetaris Kecarnatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
mempunyai tugas rnelakukan penatansahaan ad01inistrasi PATEN dan
bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Sekrctaris I<ccamatan sebagaimana ~imaksud pada ayat (1), adalah
penanggung jawab kesekretariatan'ketatausahaan penyelenggaraan

PATI:;N.
(3) Sekretaris Kecamatan rnengoreksl daJ'\ memarsf surat untuk sclanjurnya

diserahkan ke Camat guna ditandarangani.
l4) Dalam hal Sekretaris Kecamatan se~{gaimana dimaksud pada ayat (:1)

berhalangan korcksi dan paraf dilakukan oleh ealah aaiu Kepala Sckst.

Pasal5

Camat sebagaimanadirnaksud dalarn Pasal3 huruf a, adalah penanggung
jawab penyelenggaraan PA'rEN yang merngunyai tugas:

a. memimpin, mcngkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan
PATEN;

U. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;

c. mcnetapkan pelaksanaan teknis PA'rEl'l; dan
d. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kincr]a PATEN kepada

Wlllikota melalui Sekrt..tarls Daerah.

BAB[V
lJRA1ANTUGAS PENYELBI'H1GAl~APATEN

Pasal4



e. 'iWmpersi/clhkan warga .

BAB VI

URAIAN TUOAS PELAKSANAAN11E1(NISPATEN

PasallO

(I) Pctugas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai

tugas sebagai berikut:
a. menyapa dan mcmberikan informasi kepada warga:
b.menyapa pemohon yang datang dan meneberitehukan kelengkapan eyarat:

c. merninta warga mengisi buku tamu;
d. mcmpersilahkan warga yang akan meugurus sural. untuk ke loker/meia

pelayanan;

(I) Pelaksana reknis sebagaimana dimakll,ud dalam Pasal 8 adalah pegawai
negerl sipil dan/atau pegawai tidak tetap di Kecarnatan.

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaJIsud pada ayat (I) ditctapkan olch

Camat.
(3) Personil pelakaana teknls eebagalrnana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 2 (dua) orang petugas informasi atau dtsesuaikan dengan

kebutuhan;
b. paling tinggi 8 (delapan) orang petugas loket/pcnerima berkas, atau

discsuaikan dengan kondisi dacrata Kecamatan;
c. paling tinggi 2 (dual orang pcrugas operator komputer, diperlukan

cadanganbilayangditunjuk berhiilanganhadir; dan
d. 1 (satu) orang petugas pemegang kas.,

Pasa19

Pelaksana teknis PATEN, meliputi:

a. petugas informasi;
b. petugas loket./pencrtma bcrkas,
c. potugasoperatorkornputer;
d. petugas pernegang leas; dan

e. petugaslain sesualkebutuhan.

BAB V
PELAKSANAANTEKI'IIS P.'\ll'EN

Pasal8

Pejabat penyelenggara PATEN sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3

melakukan pengelolaan layanan secara croklsparan dan akuntabel.

Pasal 7



('I) Pe(ugas pcmcgang kas .

(3) Perugasoperator kornputer sebagaimanad maksud dalam Paeal 8 huruf c ,
mempunyai tugas scbagai bcrikut:

B. memasukkan data. warga pengguna 1)C1~'anandan janis pelayanan yang
dimohon;

b. mencetak surat atau rekoIIIendasi fang dlmohonkan oleh warga
masyarakat:

c. mcngurnpulkan data yang dlperlukan datam database Keoamatan;
d. memasukan data yang diperlukan daJam rormat daWbase PATEN;
c. rnernperbaharui perkernbangan data Kecamaran dan pelayanan publik; dan
f. rnengamankan data yang sudah terkurqpul di database ke dalam media

penyimpanan atau komputer lainnya secsra berkala.

(2)PetugasJoket/penerima berkas eebagaimana dinlai<slld dalarn Pasal8 huruf b.
mcmpunyai tugas sebagal berikut:
a. menyapa warga dan memeriksa berktls pcrsyaratan pelayanan yang
diajukan warga;

b.menyampaikan penjelasan kepada wartta bila ada berkas yang belum
lengkap;

c. mcmeriksa/melakukan verilikasi berkas dan pertimbangan adminlatrasl,
dalarn hal berkas tidak lcngkap berkas dikembaJikan kepada pernohon
unruk dilengkapl, jika persyaratan leng\mp maka berkas dilanjutkan ke
Kepala Seksi yang memhioangi pelayanan }ll1luk divalidasi;

d. menyerahkan hasil pengurusan ke masyarakat apabila telah eeleeal:
c. mengagendakan surat masuk dan keluar;
f. menyusun herkas surat masuk dan keluar eli meja/toke; pelayanan; dan
g. bertanggungjawab terhadap arsip PA1'EN.

e. mernpersilahkan warga yang akan berterau Carnat, Sekretaris Kecamatan,
Kepa!a Seksi atau pegawai lainnya untuk konsultasi khusus ke ruang/mejn

yang bersangkutan dan apatJiJayang bersengkutan udak ada eli rernpat atsu
sibuk dipersilahkan rnenunggudi ruang t~ggu;

f. membawasurat yang tela.h diproses di lol,et/meja pelayanan untuk diparal
oleh Kepala Seksi dan Sekretaris Kecarnatan serta diteruskan ke Camat
untuk d1tan datanganl dan setelah Sjlmua selesai dikernbalikan ke
loket/meja petayanan: dan

g. mernperbaharui sernua informasi di papan informasi.



RAR IX KF1rnN11lANPBNlmJP .

Bagan alur uraian tugas personil PATEN tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tldak terpisahkan dan Peraturan WalJkota In!.

BAI3 VIII
KETENTUAN I,AIN-l-AII'l

Pasa! 13

(I) Dalarn hal penyelenggaraan PATEN re.enghasilkan penerimaan maka
penerimaantersebut wajib cllsetorkan 1<0 ka« daerah.

(2) Penerlmaan sebagairnana dirnaksud palla ayal (1) dilaksanakan oleh

bendahara penerimaan kecamatan.

Bagian Kedua
Penerimaan
Pasal 12

(I) Bia,yapenyelenggaraanPATEN dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja daerah,

(2)8iaya penyelenggaraan PA'llEN sebagainlana dlmaksud pada ayai (1J
rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran
kecarnatan.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu
Pernbiayaan

Pasal t l

(4) Petugas pemegang kas sebagsimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d,

rnempunyai tugas sebagai berikut;

a. berperan sebagai kasir di loket / meja pelayanaru

b. menerlrna pcmbayaran tarif pelayanan dan membcrikan tanda tcrirna
pernbayaran kepada warga penerirna pcla,yanan;

c. mernbukukanseuap uang yang rnasuk dan keluar dar! loket/ meja
pelayanan; dan

d. menyusun laporan keuangan secara berkala.



DiundnngkAn di Palembaru;
Ptld!laJIJ;R81
SEK WS DABI{AII KOTA PALE:MRANG.

UC K HlDAYA1'
BERn'A DM.'RAlJ KOTA PALEMBANG TAHUN 201S NOMOR

HARNQ.JOYC,

n kl"lIk'ln di l'aJemi">nng
[lIltl>1IlIngs:al

W"'OK'(ALEMOANC'

Agar seriap orang mengeiahuinya. memerintahkan pengundanganPeraturan
Walikota mi. dengan penernpatannya dalam Beriia Daerah Kota palembang.

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

BABIX
KE1'EN1'Ui\N PENU1'UI"
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